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Abstract 
The notion of Power-law which arguably stands for the sign of complex 
system has been widely encountered in many natural and social 
phenomenons as upon which we hypothesize Indonesian cities' size 
distribution would follow the same manner. To  evaluate it, we test the 
hypothesis employing hybrid method co-joined the Cumulative 
Distribution Function (CDF) technique, Hill Estimator, and Anderson -
Darling Statistics (Coronel-Brizio, dkk, 2003; Coronel-Brizio and 
Hernandez-Montoya, 2004) on Indonesian cities' population at year 1990 
and 2005. As results, in one hand, our work brings quantitative sight 
upon Indonesian cities distribution within which were satisfied by Power-
law distribution for both year 1990 (Xmin=9665 and 
Alpha=2,088±0,094) and year 2005 (Xmin=129490 and 
Alpha=1,994±0,078) while in the other hand, it strengthens the precede 
Power-law Indonesian cities distribution claim which previously 
proposed by Mulianta, dkk (2004). Put the result altogether and have it 
tested with deductive and simulation method as we try to explain on how 
the distribution could ever happen have lead us to conceive the notion of 
'onslaught' urbanization in Indonesia. All and all, the work solidifies the 
edge of chaos paradigm in Indonesian urban and regional planning 
study. 
 
Keywords: Statistic, extreme value theory, Power-law, simulation, and 
urban distribution 
 
 
I. LATAR BELAKANG 
 
Upaya eksplorasi saintifik selalu diawali dengan cara pandang kita terhadap 
sistem (Bertalanffy, 1969; Churchman, 1968). Saat ini muncul sebuah 
pandangan baru terhadap sistem. Dalam Teori Chaos (Schuster, 1995), teori 
Cellular Automata (Wolfram 1984a, 1984b; Langton, 1990) dan studi transisi 
fasa (Papon, dkk, 2006; Stanley, 1971) ditemukan bahwa adanya sebuah zona 
di antara order (teratur) dan disorder (tidak teratur), yaitu area Tepi Chaos. 
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Wilayah ini memiliki tingkat kompleksitas tertinggi. Di area ini terjadi 
fenomena brojolan (emergence) di level makro yang lebih dari sekedar 
akumulasi unit-unit penyusun sistem di level mikro; inilah yang kemudian 
disebut dengan Sistem Kompleks.  
 
Di area ini ditemukan sifat hukum pangkat (power law). Secara empiris hal ini 
terlihat jelas di kondisi transisi fasa (Stanley, 1971; Yeomans, 1993; 
Situngkir, 2003; Newman, 2006; Papon, 2006). Sifat hukum pangkat memiliki 
karakter kemiripan terhadap diri sendiri (self-similarity) (Newman, 2006), 
berkaitan dengan sifat fraktal yang merupakan wajah Sistem Chaos (Barnsley, 
1993). Selain di transisi fasa material, hukum pangkat juga ditemukan di 
banyak fenomena alam seperti kebakaran hutan (Chen dan Bak, 2002), 
longsor dan gempa bumi (Turcotte dan Malamud, 2004), kepunahan makhluk 
hidup dalam proses evolusi (Newman, 1997), dan sebagainya. Hukum 
pangkat juga ditemukan dalam sistem sosial seperti distribusi pendapatan di 
India (Sinha, 2006), distribusi nama keluarga (Reed dan Hughes, 2003), 
hirarki dalam organisasi sosial (Buldyrev, dkk., 2003), distribusi kota di 
Amerika (Newman, 2006), korban tewas dalam konflik Ambon (Situngkir dan 
Khanafiah, 2007), dan lain sebagainya. Studi empirik dari lintas disiplin ilmu 
ini memberi pelajaran pada kita bahwa terdapat kedekatan antara sistem fisis 
dan sistem sosial melalui adanya Sistem Kompleks, yang terkait erat dengan 
sifat hukum pangkat. 
 
Lantas, apa hubungan eksistensi hukum pangkat dengan Perencanaan Wilayah 
dan Kota (PWK)? PWK adalah studi tentang dunia fisik dan pelayanan publik 
yang bertujuan mencari bentuk prosedur pengaturan, atau campur tangan 
manusia, yang diharapkan dapat menjadi panduan atau pedoman sosial 
(Friedman, 1978; Alexander, 1992; Westley, 1995; Wachs, 1995). Artinya, 
muara PWK terletak pada penyelesaian masalah (problem based). Untuk 
dapat mencapai tujuan normatif tersebut, kita harus mampu menjelaskan 
deskripsi objek permasalahan secara utuh. Tujuan normatif tersebut sedapat 
mungkin harus disandarkan pada sebuah kerangka positif yang konsisten 
dengan karakteristik empiris PWK. 
 
Di sini, penulis memiliki hipotesis bahwa “kota-kota di Indonesia 
berdistribusi hukum pangkat”. Sifat ini merupakan tanda sistem kompleks. 
Secara teknis pertanyaan penelitian dapat dirumuskan menjadi: “apakah 
jumlah penduduk kota di Indonesia berdistribusi hukum pangkat?” Pertanyaan 
ini pernah coba dijawab oleh Mulianta, dkk (2004) menggunakan metode 
fitting CDF (Cummulative Distribution Function) pada data sensus penduduk 
kota Indonesia tahun 1961-1990. Publikasi ini memperoleh gugatan dari 
Moura Jr., dkk (2006) karena tidak menampilkan nilai titik potong berlakunya 
hukum pangkat. Dalam artikel ini, penulis bermaksud untuk berkontribusi 
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dalam perdebatan tersebut dengan menggunakan metode hibrid antara CDF, 
Estimator Hill, dan Statistik Anderson-Darling (Coronel-Brizio, dkk, 2003; 
Coronel-Brizio dan Hernandez-Montoya, 2004) pada data penduduk kota.  
 
 
II. KONSEP DASAR POWER LAW 
 
Permasalahan PWK berhubungan dengan manusia pada intensitas yang sangat 
tinggi. Di sisi lain, studi PWK juga tidak dapat dilepaskan dari deskripsi dan 
eksplorasi faktor fisik alam dan/atau lingkungan. Luasnya domain kerja studi 
PWK berpotensi menyebabkan ia rentan terhadap sejumlah perangkap 
saintifik. PWK sangat terpengaruh oleh perkembangan ilmu sosial klasik. 
Sementara itu, ilmu sosial klasik memiliki sejumlah perangkap yang 
berbahaya (Craib, 1992; Situngkir, 2003). Studi PWK juga rentan terhadap 
perangkap ilmu alam dan rekayasa. Teori dalam PWK seringkali sulit 
berkembang, karena senantiasa berhadapan dengan situasi rumit (Rittel dan 
Webber, 1973). Situasi ini menyebabkan perencana kesulitan dalam 
menentukan tujuan dan mendefinisikan masalah. Akibatnya, teori-teori 
perencanaan yang dilahirkan tidak banyak membantu dalam memecahkan 
masalah. Di sini, paradigma Sistem Kompleks, yang berusaha memandang 
sistem secara utuh, dan dalam hal ini berkaitan erat dengan distribusi power 
law, dapat dipandang sebagai kandidat alternatif paradigma sains PWK dalam 
menyelesaikan masalah. Sejalan dengan hipotesis penelitian yang 
menganggap pertumbuhan kota-kota Indonesia berperilaku secara power law, 
maka upaya untuk menganalisisnya adalah dengan menggunakan metodologi 
untuk menganalisis sistem kompleks, yang terutama banyak diadopsi dari 
tradisi fisika, khususnya bidang kajian mekanika statistik.  
 
2.1. Distribusi Normal 
Pada dasarnya power law adalah sebuah bentuk distribusi statistik. Untuk itu, 
kita akan sedikit mereview wacana yang relevan dalam teori probabilitas 
dalam menjelaskan distribusi ini. Dalam kajian teori probabilitas, Teorema 
Limit Pusat (TLP) menjamin bahwa penambahan random variabel akan 
mengakibatkan data konvergen menuju distribusi normal, saat variansi 
(elementer) berhingga. Distribusi normal dikenal memiliki PDF (probability 
density function) berikut: 
2
2
1 ( )
( ) exp ,
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2.2. Tinjauan Definitif Power Law 
Secara sederhana, power law dapat dipahami sebagai sebuah distribusi yang 
dibentuk oleh PDF yang mengikuti suatu pangkat tertentu. Sesuai dengan 
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namanya yang menggunakan kata “hukum” (law), power law diformalisasi 
ketika eksistensinya ditemui secara empiris. Distribusi hukum pangkat 
memiliki PDF (p(x)) yang digambarkan sebagai: 
min;)( Xxcxxp 
      (2) 
dimana c  adalah konstanta,   adalah koefisien pangkat, dan 
minX  adalah 
batas minimum dipenuhinya hukum pangkat. Akibatnya, terdapat hubungan 
linier antara xln  dan )(ln xp .  
cxxp  ln)(ln         
Visuasilasi hubungan ini dapat kita lihat di gambar 1. 
 
 
Gambar 1. PDF Logaritmik Populasi Kota-kota USA Tahun 2000 
(sumber: Newman, 2006) 
 
Dengan operasi matematika sederhana, diketahui bahwa momen ke- j  
konvergen saat )1( j . Artinya, saat 3  variansi tidak bersifat 
konvergen (menuju tak hingga saat terjadi penambahan data). Keadaan ini 
tentu saja tidak memberikan kita cukup jaminan bagi eksistensi TLP karena 
saat distribusi ini divergen, mean dan variansi tidak terlalu berarti nilainya. 
Namun, perlu diperhatikan bahwa distribusi normal hanyalah satu jenis 
distribusi stabil (sifat distribusi tak berubah saat variabel random ditambah). 
Ada banyak distribusi stabil, misalnya distribusi Levy, yang nilai mutlaknya 
membentuk hukum pangkat (Mantegna dan Stanley, 2000).  
 
2.3. Teori Nilai Ekstrem 
Paradigma TLP memusatkan analisisnya pada fluktuasi data di sekitar rataan. 
Namun kenyataannya, ada banyak jenis data yang tidak berfluktuasi di sekitar 
rataan. Akibatnya, fungsi rataan dan variansi menjadi kabur. Lalu bagaimana 
kita menganalisis data yang tidak berfluktuasi di sekitar rataan? Permasalahan 
ini dapat diselesaikan salah satunya oleh Teori Nilai Ekstrem (EVT). Terdapat 
dua kelas distribusi dalam EVT yaitu generalized extreme value distributions 
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(GED) dan generalized pareto distribution (GPD). Pada GED Cumulative 
Distribution Function (CDF) dihitung sebagai (Alfarano, 2006): 

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di mana j  dan m  adalah parameter skala dan bentuk. Sementara itu, CDF 
GPD adalah sebagai berikut (Castillo dan Hadi, 1997): 
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di mana k  adalah parameter bentuk, n  adalah parameter skala, dan hanya 
berlaku untuk data positif ( 0y ). Dengan menggunakan operasi kalkulus 
dan metode numerik sederhana, kita akan dapat mengetahui hubungan GED 
dan GPD dalam EVT (lihat gambar 2). 
 
Gambar 2. Hubungan GED dan GPD dalam EVT 
(sumber: hasil analisis, 2007) 
 
Dari gambar 2, kita dapat melihat bahwa GED dengan 0j  dan GPD 
dengan 0k  memiliki karakteristik yang sama. Dari uraian sebelumnya juga 
diketahui bahwa GED dengan 0j  dan GPD dengan 0k  memiliki sifat 
yang sama yaitu ekor distribusi lebih kecil dari distribusi eksponensial. 
Walaupun GED dengan 0j  dan GPD dengan 0k  konsisten satu sama 
lain, namun untuk data yang selalu bernilai positif, dalam hal ini data 
penduduk kota, maka akan lebih tepat jika digunakan metode GPD karena:  
a) GPD dirancang spesifik pada data yang selalu bernilai positif, 
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b) Di GPD, kita dapat mendefinisikan ekor distribusi secara eksak.  
 
 
III. IDENTIFIKASI HUKUM PANGKAT 
 
Pada bagian ini, kita akan membahas tentang teknik identifikasi data yang 
diduga memiliki distribusi power law. Teknik ini sendiri dibagi dalam 
beberapa konsep yang saling melengkapi.  
 
3.1. Teknik Plot CDF 
Koefisien pangkat power law sebaiknya tidak dicari dengan memplot 
langsung data di dalam PDF (gambar 1), karena nilainya akan sangat sensitif 
terhadap noise di ekor distribusi (Newman, 2006). Salah satu metode yang 
dapat digunakan adalah teknik plot CDF. Jika ada sebuah PDF 
'( )p x , sesuai 
definisi di atas, maka CDF )(xP  akan menjadi: 



x
dxxpxP '')()(  
Karena ( )p x Cx  , maka untuk '( )p x  persamaan di atas menjadi: 
' ( 1)( )
1
x
C
P x Cx dx x 


   

    (5) 
Jadi, CDF )(xP  juga mengikuti power law, dengan eksponen sebesar 1   
atau kurang satu dari eksponen PDF power law. Melalui teknik CDF, kita 
tidak perlu memikirkan lebar kantung untuk menampung data seperti yang 
dilakukan pada teknik logarithmic binning, kita juga terhindar dari 
kemungkinan diperolehnya kekacauan distribusi plot data seperti yang 
dihasilkan oleh teknik plot PDF pada skala logaritmik (Newman, 2006).  
 
3.2. Uji Hipotesis Menggunakan Statistik Anderson-Darling 
Statistik Anderson-Darling awalnya merupakan uji seberapa jauh jarak suatu 
distribusi untuk masuk/keluar dari sifat kenormalannya atau disebut juga uji 
kenormalan (normality test) (Stephens, 1974), di samping tes-tes lainnya. 
Metode ini kemudian dimodifikasi menjadi perangkat uji statistik hukum 
pangkat (Coronel-Brizio, dkk., 2003; Coronel-Brizio dan Hernandez-
Montoya, 2004). Dalam konteks penelitian ini, dapat didefinisikan bahwa 
Statistik Anderson-Darling (
2A ) adalah uji statistik untuk penentuan nilai 
batas bawah minx  berlakunya distribusi power law pada suatu PDF. Statistik 
ini menguji apakah sampel  1 2 ... nY Y Y    memenuhi CDF F sedemikian 
rupa sehingga  
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2A n S          (6) 
dimana  
( ) ( 1)
1
(1/ ) (2 1)[log log(1 )]
n
i n i
i
S n i FY Y  

      
Nilai 2A  yang diperoleh kemudian dibandingkan dalam tabel signifikansi 
model distribusi hukum pangkat yang diperoleh Coronel-Brizio, dkk.,(2003) 
dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo.  
 
Dalam penelitian ini, data ukuran kota akan diurutkan dalam aturan 
1 2 nK X X X   , kemudian dihitung nilai 
2A . Sesuai dengan definisi 
Statistik Anderson-Darling bahwa nilai 2A  digunakan untuk menentukan 
batas kenormalan suatu distribusi maka prosedur yang digunakan adalah 
mencari nilai 2A  terkecil dari set data K . Dari sini kemudian dilakukan uji 
hipotesis dengan 0H  yang bernilai: “data terdistribusi power law”. 
 
3.2. Estimator Hill 
Metode ini adalah perangkat untuk menghitung nilai eksponen  , sebagai 
parameter utama model distribusi power law. Dalam penelitian ini, prosedur 
yang digunakan dalam mengestimasi adalah Estimator Hill atau Maximum 
Log-likelihood Estimator (MLE). Dalam penelitian ini teknik maximum 
likehood estimator, yang awalnya populer dalam kajian statistika inferensi 
(Hogg dan Craig, 1995), dimodifikasi (Newman, 2006; Goldstein, dkk, 2004), 
sehingga ia dapat digunakan untuk mengestimasi eksponen   power law. 
Penghitungan eksponen alpha dilakukan dengan cara: 
1
min
ln1







 
i
i
x
x
n       (7) 
di mana ix  adalah set data x  dari ,...,i n  dengan minx  merupakan batas 
bawah dipatuhinya power law, yang nilainya sudah diketahui melalui 
prosedur yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sementara standar error   
dihitung dengan:  
1
min
1
ln i
i
x
n
x n



  
  
 

     (8) 
Dengan demikian maka alpha terestimasi ( est ) adalah est    .  
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IV. KARAKTERISTIK EMPIRIK POPULASI KOTA DI INDONESIA 
 
Penelitian dilakukan pada data Survey Penduduk Nasional 1990 dan Survey 
Penduduk Antar Sensus 2005. Alasan pemilihan data adalah untuk melihat 
distribusi kota-kota Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
  
4.1. Deskrisi Awal Sebaran Data 
Pola distribusi data penduduk kota ditunjukkan dalam bentuk visual dari 
hubungan antara PDF dengan jumlah populasi, seperti terlihat pada gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. PDF Populasi Kota Indonesia 
Tahun 1990 (kiri) dan 2005 (kanan) 
(Sumber: diolah dari data Sensus Penduduk 1990 dan dan Susenas, 2005) 
 
Dari gambar di atas kita menghitung momen data dengan hasil lengkapnya 
adalah sebagai berikut (tabel 1): 
 
Tabel 1. 
Nilai Momen Data Populasi Kota Indonesia Tahun 1990 dan 2005 
 
No Parameter  Tahun 1990 Tahun 2005 
1 Mean ( X ) 193851,7 234109.6 
2 Standar Deviasi ( X )
 
349008,917 415023.7014 
3 Skewness ( xs ) 3,801 3.404859 
4 Kurtosis (κx) 18,845 15.749 
 
Dari tabulasi di atas kita mengetahui bahwa tipe data ini tidak dapat 
direpresentasikan oleh nilai rataan karena, secara visual pun kita dapat 
mengamati, bahwa nilai tersebut tidak berada di pusat data. Langkah 
selanjutnya adalah menguji secara visual keabsahan TLP terhadap data. 
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Artinya, jika data Populasi Kota Indonesia dianggap sebagai variabel random 
maka TLP menjamin fungi distribusi probabilitasnya menuju distribusi 
normal, atau dengan kata lain secara visual plot data akan tepat bersinggungan 
dengan plot distribusi normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Fit Distribusi Normal Standar Data Populasi Kota Indonesia 
Tahun 1990 (kiri) dan 2005 (kanan) 
 
Secara visual terlihat secara tegas bahwa distribusi normal tidak sesuai dengan 
perilaku distribusi data. Dari uji ini kita dapat mulai membangun dugaan 
bahwa data populasi kota Indonesia tahun 1990 dan tahun 2005 memiliki 
distribusi tertentu yang tidak dirangkum oleh TLP. Namun demikian, khusus 
untuk kasus data populasi kota yang tidak pernah bernilai negatif, kita masih 
dapat menduga data terdistribusi normal standar dengan cara sedikit 
memodifikasi persamaan distribusi normal menjadi distribusi setengah normal 
standar.  
 
Pada uji fit ini data dianggap akan terepresentasikan oleh distribusi normal 
standar jika kita, misalkan, mencerminkan terlebih dahulu plot data terhadap 
sumbu Y positif. Dengan demikian distribusi normal standar dengan mean 
0X   dan variansi 1X   dapat diujikan pada plot data. Sementara itu, 
karena plot data hanya berada pada kuadran I koordinat kartesius maka hanya 
dibutuhkan setengah dari plot distribusi normal standar. Dalam uji ini juga 
data mulai diplot terhadap Cumulative Distribution Function (CDF). 
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Gambar 5. Fit Distribusi Setengah-Normal Data Populasi Kota Indonesia 
Tahun 1990 (kiri) dan 2005 (kanan) 
 
Dari gambar 5 kita dapat memperhatikan ketidaksesuaian yang lebih besar 
yang tampak lebih jelas ketika data yang sama diplot dalam bentuk CDF pada 
skala logaritmik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, selain 
menggunakan teknik visual, juga dilakukan uji kenormalan data (dalam 
bentuk normal maupun dalam logaritmik) menggunakan tes Kolmogorov-
Smirnov (kstest). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa hipotesis yang 
menyebutkan “data populasi kota Indonesia tahun 1990 dan tahun 2005 
berdistribusi normal standar” ditolak. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru 
untuk menjelaskan karakteristik data. Fakta inilah yang menjadi dasar 
digunakannya Statistik Teori Nilai Ekstrem (EVT).  
 
4.2. Sifat Power Law Dalam Data Kota Di Indonesia 
Statistik EVT dalam mengidentifikasi distribusi power law data populasi kota 
Indonesia tahun 1990 dalam penelitian ini berbasis pada hasil analisis bagian 
sebelumnya. Secara prosedural teknik ini secara visual lebih memudahkan 
Peneliti untuk mengidentifikasi kemungkinan suatu data terdistribusi power 
law.  
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Gambar 6. Fit Data Populasi Kota Indonesia Tahun 1990 (kiri) dan 2005 
(kanan) Terhadap Distribusi Eksponensial 
 
Melalui perbandingan di atas (gambar 6) kita mengetahui bahwa pusat data 
dapat dijelaskan dengan baik menggunakan distribusi eksponensial. 
Kemudian, secara visual dapat diketahui, bahwa ekor data lebih besar dari 
distribusi eksponensial. Hal ini sesuai dengan EVT bahwa bagian ekor data 
berdistribusi power law (GPD dengan 0k  ). Dengan kata lain, secara 
visual, kita mengetahui bahwa data memiliki potensi memenuhi hukum 
pangkat. Potensi ini kemudian kita eksplorasi menggunakan statistik 
Anderson-Darling karena selain sebagai uji kesahihan suatu model distribusi 
power law, ia juga dapat digunakan sebagai penanda batas minimum 
dipatuhinya power law (Coronel-Brizio, dkk., 2003; Coronel-Brizio dan 
Hernandez-Montoya, 2004). Prosedur perhitungan dalam penelitian ini 
direfleksikan dalam bentuk algoritma yang dirancang untuk menghasilkan 
antara lain: (a) nilai minX , (b) nilai   di tiap fraksi data, dan (c) nilai 
statistik Anderson-Darling 
2
pA , (d) jumlah data di ekor. Secara grafis 
diperoleh hasil analisis sebagai berikut: 
 
Gambar 7. Plot minX  Terhadap Nilai Statistik Anderson-Darling (A
2
)  
Data Tahun 1990 (kiri) dan 2005 (kanan) 
 
Adapun hasil perhitungan lengkap ilustrasi di atas adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2. 
Hasil Perhitungan Uji Hukum Pangkat Data Populasi Kota Indonesia 
 
Tahun minX      
Anderson-
Darling (
2
pA ) 
Jumlah Data yang 
dianalisis 
1990 96625 2.0883 0,094 0.53082 265 
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2005 129490 1.9948 0,078 1.5009 275 
 
Nilai 2A  kemudian dibandingkan dalam tabel signifikansi yang diperoleh 
Coronel-Brizio, dkk.,(2003) dengan menggunakan metode simulasi Monte 
Carlo yang membawa pada kesimpulan bahwa hipotesis awal yang 
menyebutkan “data terdistribusi power law”, dipenuhi. Secara ilustratif, 
persamaan yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Ilustrasi CDF Model power law Dalam 
 Data Populasi Kota Indonesia Tahun 1990 (kiri) dan 2005 (kanan) 
 
 
V. ANALISIS 
 
5.1. Interpretasi Hasil Perhitungan 
Hasil analisis pada data kota tahun 1990 dan tahun 2005 memberikan kita 
nilai minX , batas dipatuhinya hukum pangkat, yang berbeda-beda. Apa yang 
terjadi pada kota-kota di bawah nilai minX ? Kita ketahui definisi kota terkait 
dengan faktor de facto dan de jure. Dalam wilayah Republik Indonesia, suatu 
wilayah termasuk dalam klasifikasi kota jika memenuhi parameter-parameter 
seperti kegiatan utama bukan pertanian, kepadatan penduduk >5,000 
jiwa/km2, dan memiliki 8 dari 16 fasilitas perkotaan, dll, seperti halnya yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI. Sementara itu, terdapat juga area 
yang memiliki status kota karena pertimbangan politik yang 
diinstusionalisasikan secara hukum. Oleh sebab itu, dimungkinkan terdapat 
kesenjangan antara definisi de facto dan de jure, terlebih hingga saat ini, 
definisi kota de facto masih menjadi perdebatan (Portugali, 2006).  
 
Hasil perhitungan kuantitatif minX  yang dilakukan, dengan demikian, 
membuka peluang diskusi definisi kota de facto secara kuantitatif. Tentu saja 
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kita tidak bisa secara semena-mena menganggap 
minX  sebagai batas de facto 
kota; hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Namun setidaknya, 
dari nilai 
minX , kita memiliki sebuah arahan baru.  
 
Mengapa tidak seluruh kota secara de jure memenuhi hukum pangkat? Di sini 
Penulis menduga, hal ini terkait dengan masih adanya pengaruh pedesaaan di 
kota-kota yang berpenduduk sedikit. Namun sejauh ini Penulis belum dapat 
membuat klaim tentang hal tersebut. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan 
terbuka dalam studi PWK di Indonesia.  
 
Pada tahun 1990 dari 282 kota secara de jure, 134 kota memenuhi hukum 
pangkat. Pada tahun 2005 terdapat 160 kota yang memuhi hukum pangkat 
dari 393 kota secara de jure. Artinya, selama 15 tahun, jumlah kota yang 
memenuhi hukum pangkat bertambah sebanyak 26 kota. Tren ini wajar terjadi 
jika kita bandingkan dengan kota-kota di Amerika, di mana dari ribuan kota 
yang ada, hampir seluruhnya memenuhi hukum pangkat (Newman, 2006). 
Penulis menduga hal ini terkait dengan transformasi struktur ekonomi 
masyarakat Indonesia dari agraris (yang cenderung menyebar) ke industri 
(yang cenderung mengelompok). Dugaan ini menarik untuk dikaji lebih jauh. 
 
Kemudian, walaupun terjadi peningkatan secara jumlah namun di sisi lain 
terjadi penurunan fraksi jumlah kota yang memenuhi hukum pangkat yaitu 
dari 50,56% menjadi 44,07%. Penulis menduga hal ini terkait dengan 
peningkatan secara ekstensif jumlah kota secara de jure pasca pemberlakuan 
otonomi daerah.  
 
Hasil perhitungan mendapatkan nilai α ≈ 2. Secara teoretis nilai alpha tersebut 
akan menghasilkan nilai mean yang meragukan (ketika nilai alpha < 2 nilai 
mean menjadi tidak berarti, namun representatif saat > 2). Bagaimanapun 
juga, nilai variansi pasti tidak representatif karena parameter tersebut akan 
menuju tak hingga (bersifat divergen) akibat penambahan data. Akibatnya, 
seluruh eksplorasi statistik yang melibatkan mean dan variansi menjadi lemah. 
Untuk itu diperlukan pendekatan baru.  
 
Alpha sekitar dua menunjukkan eksistensi hukum 80/20 (Newman, 2006) , 
yang awalnya ditemukan oleh Vilfredo Pareto pada distribusi kekayaan dan 
produktivitas. Kenyataan ini menarik karena distribusi kekayaan, penduduk, 
dan produktivitas ternyata memenuhi sebuah sifat spesifik dari hukum 
pangkat. Fenomena ini tentu menarik dicermati lebih jauh karena ketiga 
variabel tersebut terkait langsung dengan isu-isu dalam studi PWK.  
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Nilai alpha menurun tipis dari 2,0883 pada tahun 1990 ke 1,9948 pada tahun 
2005. Hal ini berarti jumlah kota-kota kecil relatif menurun dan jumlah kota 
besar semakin meningkat. Dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu 
hanya dengan memperhatikan perubahan nilai alpha (tanpa melakukan upaya 
klasifikasi dinamik kota besar dan kota kecil), kita dapat menangkap pola 
tersebut. Dari sini muncul pertanyaan: ”mengapa terjadi peningkatan proporsi 
kota besar dalam 15 tahun terakhir?”. ”Apakah hal ini terkait dengan 
pengaruh kebijakan otonomi daerah?”. Hal ini merupakan topik menarik 
untuk diteliti lebih lanjut.  
 
Akhirnya, terkait dengan perdebatan antara Moura dan Ribeiro (2006) dan 
Mulianta, dkk (2004), hasil perhitungan yang diperoleh dalam penelitian ini 
memperkuat klaim eksistensi hukum pangkat di kota-kota di Indonesia yang 
diajukan oleh Mulianta, dkk (2004).  
 
5.2. Mengapa Terjadi Hukum Pangkat di Kota?  
Di sini kita berusaha menjawab pertanyaan: ”mekanisme apa yang mendasari 
terjadinya distribusi power law pada kota-kota di Indonesia?”. Pertumbuhan 
kota adalah fenomena dinamik, akibatnya usaha eksplanasi juga harus 
mengakomodasi perilaku ini. Untuk itu, pendekatan penelitian sedikit diubah 
dari sebelumnya model statistikal menjadi metode deduktif dan simulasi. 
Dalam proses simulasi, Penulis berusaha menjelaskan dinamika sistem kota-
kota dalam sejumlah set aturan tertentu dan membiarkan ia ”berjalan” seiring 
dengan waktu (Gilbert dan Troitzsch, 1999). Hasil simulasi kemudian 
divalidasi dengan data empiris. Terdapat dua buah model yang dibahas dalam 
kerja ini, yaitu: 
 
A. Model Pertumbuhan Kota Identik 
Kota j  di waktu t  memiliki penduduk sebanyak 
j
tA . Misalnya, kita 
notasikan laju pertumbuhan penduduk kota j  di waktu t  sebagai 
j
tr . Jika 
pertumbuhan kota j  di waktu t  independen terhadap pertumbuhan periode 
sebelumnya, maka: 
  
     jtjjjjjt rrrrAA  1.....111 3210   (9) 
Sehingga diperoleh: 
     jtjjjjt rrrAA  1ln...1ln1lnlnln 210 .  
Jika 
 jiji rX  1ln  maka: 
 



t
i
j
i
jj
t XAA
1
0lnln
    (10) 
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Dengan menggunakan teorema limit pusat (Hogg dan Craig, 1995) dan 
operasi kalkulus sederhana kita ketahui bahwa saat pertumbuhan kota identik 
(rataan dan variansinya sama) maka akan didapatkan hubungan 
    2,ln XXNAp       (11) 
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada kondisi inisial apapun jika: 
1. pertumbuhan setiap kota di waktu t  independen terhadap pertumbuhan 
periode sebelumnya (independen antar-waktu), dan  
2. tingkat pertumbuhan setiap kota identik (rataan dan variansinya sama), 
3. maka distribusi penduduk kota akan konvergen menuju distribusi log-
normal.  
 
Selain itu, dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada log data (uji log-
normal) menghasilkan hasil argumentasi yang ditolak. Hal ini sejalan dengan 
kenyataan bahwa kota-kota Indonesia berdistribusi power law. Pada prosedur 
di atas di mana dinamika proses pertumbuhan kota dimodelkan oleh kota-kota 
yang tumbuh dalam lingkungan terisolasi (tidak ada interaksi) di mana satu-
satunya faktor pertumbuhan adalah faktor natural, yaitu natalitas dan 
mortalitas, ternyata tidak cukup untuk menjelaskan fenomena empirik yang 
terjadi. Untuk itu, Penulis menyiapkan analisis simulasi model pertumbuhan 
kota tak identik.  
 
B. Model Pertumbuhan Kota Tak Identik 
Pada kota yang tidak tumbuh secara identik faktor beda pertumbuhan tiap kota 
menjadi penting karena secara lebih realistis setiap kota memiliki kualitas 
sumber daya dan pelayanan publik yang berbeda-beda, sementara di sisi lain 
terdapat motif individu terkait pencapaian di berbagai bidang seperti ekonomi, 
sosial, dan pelayanan publik.  
 
Simulasi pertumbuhan kota yang tak identik memiliki derajat kebebasan yang 
sangat besar. Model ini masih menggunakan persamaan bunga majemuk 
(persamaan 9). Kemudian diasumsikan laju pertumbuhan penduduk kota j  di 
waktu t  sebesar (
j
tr ) terdistribusi dengan rataan 
jr

 dan variansi 
2
jr

. Untuk 
penyederhanaan masalah, kita asumsikan variansi pertumbuhan kota sama. 
Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan, r

 diasumsikan berada pada 
sebuah rentang tertentu yaitu 
ba r   . Sementara PDF rata-rata 
pertumbuhan kota dimodelkan dengan: 
   rr kp   exp       (12) 
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Gambar 9. Peluang Nilai mean Dalam Representasi Nilai Omega 
 
Berdasarkan persamaan 12 dan Gambar 9, konstanta k  dapat dicari 
sebagai: 
  1exp  r
b
a
r dk 
     (13) 
Variabel   dibangun untuk memodelkan kesenjangan rata-rata pertumbuhan 
kota. Dari ketentuan di atas, kita akan melakukan simulasi dengan nilai input 
sebagai berikut: (1) jumlah kota inisial = 2000 kota; (2) a = 0,005; (3) b=0.05; 
(4) 
2
r  = 0,0001; (5) penduduk kota inisial terdistribusi secara uniform 
dengan rentang 1 sampai 100 ( [1,100]U ). Setelah dilakukan proses iterasi 
untuk waktu iterasi=1000 tahun, diperoleh hasil sebagai berikut (Gambar 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Ilustrasi CDF Simulasi Pertumbuhan Kota Tidak Identik 
Dengan Nilai Omega Yang Bervariasi 
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Pada simulasi ini, kita meng-generate pertumbuhan kota-kota yang terkait 
dengan faktor kesenjangan pertumbuhan antarkota. Selain itu, kita dapat 
melihat perubahan sistem secara dinamik, di mana semakin negatif nilai 
omega semakin memendek pula skala sumbu-x (terlihat pada plot data yang 
bergerak semakin ke bawah hingga mendekati sumbu-y). Hasil simulasi di 
atas menunjukkan bahwa distribusi power law dimulai kira-kira saat 
200   . Di sini kita mulai melihat peran urbanisasi, yang terejawantahkan 
dalam bentuk perbedaan nilai omega pada model, dalam membentuk ouput 
simulasi distribusi kota yang memenuhi power law. Pada proses validasi 
terlihat bahwa hasil simulasi serupa dengan plot data empiris. 
 
5.3. Implikasi Terhadap Studi PWK  
Pada simulasi di atas, kota-kota artifisial tersebut awalnya terdistribusi dengan 
jumlah penduduk yang seragam. Namun, akibat adanya perbedaan tingkat 
pertumbuhan, di mana lebih banyak kota yang memiliki tingkat pertumbuhan 
rendah dibandingkan dengan kota dengan tingkat pertumbuhan tinggi (omega 
sangat negatif) maka setelah sejumlah iterasi, distribusi kota bersifat hukum 
pangkat.  
 
Kesenjangan pertumbuhan tersebut tentu terlalu naif jika hanya dijelaskan 
dengan faktor pertumbuhan penduduk natural. Salah satu argumentasi yang 
lebih masuk akal yaitu adanya faktor interaksi elemen penyusun sistem yang 
menjadi umpan balik positif, Penulis menggunakan makna terminologi umpan 
balik positif yang mengikuti Arthur (1990), dalam proses pertumbuhan kota.  
 
Kota-kota dengan penduduk besar memiliki skala ekonomi untuk 
menyediakan fasilitas-fasilitas publik. Akibatnya, terjadi perpindahan 
penduduk, dari kota kecil dan perdesaan menuju kota-kota besar, kita biasa 
mengenalnya dengan urbanisasi. Umpan balik positif ini mengakibatkan kota-
kota yang berukuran besar semakin besar dan yang kecil semakin kecil secara 
relatif. Umpan balik positif ini harus terus bertahan. Jika efek ini hilang dan 
tiap kota memiliki pertumbuhan natural yang sama maka sistem akan kembali 
kepada distribusi log-normal. Artinya, tanpa faktor urbanisasi, kota-kota akan 
terdistribusi log-normal.  
 
Secara umum dapat diketahui bahwa setidaknya (karena simulasi yang 
terbatas pada pemodelan agregat kesenjangan kota) terdapat dua buah atraktor 
dalam sistem ini, yaitu:  
1. Distribusi log normal. Sistem dengan sebaran inisial penduduk kota 
tertentu (dengan distribusi apapun) akan menuju distr ibusi tersebut jika 
tidak terdapat faktor urbanisasi.  
2. Hukum pangkat. Sistem akan ditarik menuju distribusi ini jika adanya 
urbanisasi yang berlangsung dalam jangka panjang. 
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Kerja ini, dengan demikian, menekankan pentingnya evaluasi pada kajian 
distribusi, mengingat hal ini adalah analisis utama dalam statistik. Jika kita 
salah dalam mengeksplorasi distribusi data yang diamati maka akurasi analisis 
kita melemah. Misalnya, jika kita memiliki sebuah data dengan sebaran 
berdistribusi X, kemudian data ini kita fit dengan distribusi Y. Akibatnya, 
tentu saja, model kita menjadi tidak akurat, misalnya dalam perhitungan 
kuantil. 
 
Kesalahan positif tersebut dapat berdampak fatal secara normatif. Bayangkan 
seandainya pemerintah hendak mengatur dana alokasi umum (DAU) tiap 
kota-kota yang disusun dari beragam faktor misalnya, tingkat kekayaan dan 
jumlah penduduk. Jika dua data tersebut dianggap log-normal (atau bahkan 
normal) sementara data tersebut sebenarnya bersifat hukum pangkat, maka 
upaya mengkonstruksi formula DAU yang adil (mencari formulasi pembagian 
besaran DAU dari dua variabel tersebut yang sesuai dengan kebutuhan daerah 
dan amanat Undang-Undang) menjadi sulit dipenuhi, karena rumusan kuantil 
yang dibentuk tidak akurat. Sikap kritis pada kajian distribusi hendaknya 
perlu mendapat perhatian lebih seksama dalam studi PWK di Indonesia. 
 
Hasil perhitungan dalam penelitian ini, dengan demikian, memperkuat pola 
pikir complex artificial environment (Portugali, 2006), sebuah paradigma 
studi PWK yang didasarkan pada upaya-upaya simulasi spasial geografis 
berbasis sistem kompleks. Dari uraian awal penelitian ini kita ketahui bahwa 
hukum pangkat merupakan tanda Sistem Kompleks yang dengan sendirinya 
mendorong dibutuhkannya perangkat yang dapat menaklukkan sistem 
tersebut. Studi ini, secara kuantitatif memperkuat argumentasi tentang proses 
pertumbuhan kota di mana fakta kesenjangan wilayah, yang secara logis 
dipengaruhi oleh performansi sistem kota-kota, tidak semata-mata cukup 
dijelaskan dengan perbedaan faktor kualitas dan ketersediaan sumber daya 
alam dan manusia, namun juga sangat dipengaruhi oleh faktor interaksi 
antarkota. 
 
 
VI. KESIMPULAN 
 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin penting di antaranya 
adalah:  
a. Pertumbuhan kota-kota di Indonesia memenuhi hukum pangkat baik 
pada tahun  1990 (dengan Xmin sebesar 9665 dan alpha sebesar 
2,088±0,094) maupun tahun 2005 (dengan Xmin  sebesar 129490 dan 
alpha sebesar 1,994± 0,078).  
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b. Hasil tersebut secara langsung memperkuat klaim eksistensi hukum 
pangkat pada kota-kota Indonesia yang diajukan oleh Mulianta, dkk 
(2004). 
c. Melalui simulasi ditunjukkan bahwa hal ini disebabkan adanya faktor 
urbanisasi yang berlangsung secara terus menerus. 
d. Eksistensi hukum pangkat dalam penelitian ini dengan demikian 
memperkuat posisi paradigma tepi chaos dalam studi PWK di 
Indonesia 
 
Selain itu, perlu kita pahami bersama bahwa produksi pengetahuan 
menggunakan paradigma tepi chaos tidak serta merta menafikan pengetahuan 
dari studi PWK sebelumnya. Hal ini disebabkan secara alami sistem terbagi-
bagi sesuai karakteristiknya masing-masing. Paradigma tepi chaos dapat 
menjadi salah satu landasan untuk menganalisis sistem yang menunjukkan 
perilaku sistem kompleks. Melalui perspektifnya yang khas, paradigma tepi 
chaos berpotensi membangun kembali dan/atau memperkuat badan teori 
perencanaan, khususnya studi-studi perencanaan wilayah dan kota di 
Indonesia.  
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